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. Permohonan Penutupan Penanaman

Modal Asing (PMA) pada kegiatan usaha
dengan Tingkat Risiko Rendah dan
Menengah Rendah dan Penutupan
Penanaman Modal Asing (PMA) di virtual
office pada Provinsi Bali

Yth. Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala BKPM Republik Indonesia

di
Jakarta

Bali, 28 Januari 2026

Menindaklanjuti  Nota Kesepakatan antara Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM RI dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor KS.01.00/2.S/A.1/2026 dan
Nomor B.36.100.3.7/2767/KS/B.PEMKESRA tentang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal di Provinsi Bali, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) PMA

periode tahun 2021-2025, Provinsi Bali tercatat memiliki 19.262 pelaku usaha

PMA, atau sekitar 40 persen dari total NIB PMA nasional, dengan jumiah proyek

mencapai 55.458 proyek, dimana 47,55 persen diantaranya merupakan proyek

berisiko rendah yang tidak memerlukan sertifikat standar maupun izin lainnya.

Kegiatan usaha yang diajukan oleh PMA di Provinsi Bali pada Sistem Online

Single Submission (OSS) sebagian besar mengajukan dengan Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):

- 68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa),

- 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya);

- 77311 (Penyewaan Motor Tanpa Hak Opsi);
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- 77100 (Penyewaan Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya);

- 79121 (Aktivitas Biro Perjalanan Wisata);

- 47711 (Perdagangan Eceran Pakaian);

- 47511 (Perdagangan Eceran Tekstil);

- 47249 (Perdagangan Eceran Makanan Lainnya);

- 47991 (Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian).
Kegiatan usaha tersebut di atas, hanya memeriukan NIB dan tidak memerlukan
Sertifikat Standar atau Perizinan Berusaha lainnya karena memiliki tingkat risiko
rendah dan menengah rendah.

3. Skema Perizinan Berusaha tersebut, digunakan sebagai sarana memperoleh izin
tinggal bagi WNA (Warga Negara Asing) tanpa adanya kegiatan berusaha yang
nyata maupun kontribusi terhadap realisasi investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Menteri untuk
melakukan penutupan pada Sistem Online Single Submission (OSS) dengan
kategori:

1. PMA yang menjalankan kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko Rendah dan
Menengah Rendah yang berada di Provinsi Bali; dan

2. PMA yang berlokasi usaha di virtual office yang berada di Provinsi Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta,
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
9. Walikota/Bupati se-Bali;
10. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali.
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